SEJARAH KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan
berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak awal dibentuknya hingga
sekarang ini, tugas Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis dan
administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Sekretariat Negara dibentuk sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Proklamasi
Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya
negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan,
pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden, dan Drs. Mohammad Hatta
diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk
Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam Pembentukan Kabinet pertama ini,
diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden.

Dalam perjalanan sejarahnya, Sekretariat Negara mengalami beberapa kali perubahan, baik tugas
pokok, fungsi, kedudukan, maupun struktur kelembagaannya. Perubahan itu sangat dipengaruhi
oleh situasi politik yang terjadi di tanah air. Awalnya, Sekretariat Negara hanya berfungsi untuk
membantu tugas-tugas administrasi kepresidenan. Pada akhirnya, menjadi sebuah lembaga yang
memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden.

1. Sekretariat Negara Pada Masa Awal Pemerintahan RI

Sekretariat Negara pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia memiliki peran yang cukup
penting dalam membantu jalannya roda pemerintahan. Berdirinya Sekretariat Negara Republik
Indonesia dapat ditelusuri dari masa awal pembentukan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia
pertama, yang berbentuk Kabinet Presidensil. Kabinet Pemerintah Rl pertama kali dibentuk pada
tanggal 2 September 1945. Pada Kabinet Pemerintah Rl yang pertama itu, diangkat Mr. Raden Mas
Abdul Gafar Pringgodigdo yang lebih dikenal dengan sebutan Mr. A. G. Pringgodigdo sebagai
Sekretaris Negara dan Soekardjo Wirjopranoto sebagai Juru Bicara Presiden.

Diangkatnya Mr. A. G. Priggodigdo sebagai Sekretaris Negara merupakan cikal bakal berdirinya
Sekretariat Negara, karena ia bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas-tugas
kesekretariatan dalam pemerintahan. Sesuai tugasnya membantu Presiden, Mr. A. G. Pringgodigdo
menjalankan tugas sebagai penulis dalam sidang-sidang kabinet, menandatangani berbagai Undang-
undang dan Peraturan Pemerintah, serta melaksanakan tugas-tugas protokol. Sekretaris Negara
dibantu oleh dua orang sekretaris, masing-masing Mr. Ratmoko sebagai Wakil Sekretaris | dan Mr.
Iskandar Gondowardoyo sebagai Wakil Sekretaris Il. Wakil Sekretaris |, bertugas menangani
masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keprotokolan, menyiapkan rapat-rapat, dan sidang-
sidang Kabinet. Sementara Wakil Sekretaris I, bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan,



antara lain menyiapkan rancangan perundang-undangan serta menyelenggarakan urusan-urusan
pemerintahan.

Pada awal kemerdekaan, Sekretariat Negara belum berbentuk sebuah lembaga setingkat dengan
kementerian. Sekretaris Negara hanya berfungsi sebagai Sekretaris Presiden yang menjalankan tugas
sebagai pelaksana teknis administratif Presiden.

Pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dari Kabinet Presidensil menjadi Kabinet
Parlementer. Dalam Kabinet Parlementer, Presiden bertindak sebagai Kepala Negara, sementara
Perdana Menteri bertindak sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam perubahan kabinet ini, belum
mengubah peran dan fungsi Sekretaris Negara.

Tugas Sekretaris Negara masih tetap seperti semula, dengan tambahan tugas baru, menjadi
penghubung antara Presiden dengan Perdana Menteri. Jika dalam Kabinet Presidensil yang dibentuk
pada awal kemerdekaan, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara dalam
kabinet parlementer, para menteri bukan lagi pembantu Presiden. Pembentukan kabinet dilakukan
oleh Perdana Menteri. Dalam Kabinet Syahrir, para menteri bertanggung jawab kepada Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Hal ini tercantum dalam pengumuman KNIP Nomor 5 Tahun 1945,
tertanggal 11 November 1945, yang menyatakan bahwa para menteri bertanggung jawab kepada
KNIP. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden RI menyetujui isi dari pengumuman KNIP itu.

Ketika tentara Sekutu dan NICA masuk kembali ke Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan bangsa
Indonesia, pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabat lain
termasuk Sekretaris Negara terpaksa pindah ke Yogyakarta dan menjalankan roda pemerintahan
Republik Indonesia dari Yogyakarta. Sejak itu, Yogyakarta dinyatakan sebagai Ibukota Negara
Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948, melalui Agresi Militer Belanda I, Yogyakarta,
Ibukota Negara RI, diserbu Belanda. Akibat serangan ini, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa
pejabat negara termasuk Sekretaris Negara diasingkan ke Bangka. Enam bulan kemudian, pada
tanggal 6 Juni 1949, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabat negara yang diasingkan,
kembali ke Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 1949 Negara
Republik Indonesia mengalami perubahan bentuk negara, dari Negara Kesatuan menjadi Negara
Republik Indonesia Serikat (RIS).

2. Sekretariat Negara Menjadi Kabinet Presiden

Tanggal 28 Desember 1949, pasca pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat, Presiden, Wakil
Presiden, dan pejabat negara lainnya kembali ke Jakarta. Jakarta kemudian dinyatakan kembali
sebagai Ibukota Negara. Pada pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat, Mr. A.G.
Pringgodigdo tidak bersedia diangkat kembali menjadi Sekretaris Negara. Sebagai penggantinya,
diangkat Mr. Abdul Karim Pringgodigdo dengan jabatan Direktur Kabinet Presiden. Pada masa
kepemimpinan Mr. A. K. Pringgodigdo, nama Sekretariat Negara diganti menjadi Kabinet Presiden
yang dipimpin oleh Direktur Kabinet Presiden. Kabinet Presiden dibantu oleh tiga Sekretaris
Presiden, dengan tugas yang tidak jauh berbeda dengan tugas Sekretariat Negara sebelumnya.
Hanya saja, wewenang pengundangan berada pada Departeman Kehakiman.



Bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia, terus mengalami perubahan. Pada tanggal 17
Agustus 1950, Negara Republik Indonesia Serikat berubah kembali menjadi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat, dinyatakan tidak berlaku lagi dan
diganti dengan Undang Undang Dasar Sementara 1950. Pemerintahan berdasarkan pada sistem
demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan masih menggunakan sistem Parlementer. Kekuasaan
Presiden semata-mata hanyalah sebagai Kepala Negara, sedangkan Kepala Pemerintahan dipegang
oleh Perdana Menteri. Mohammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri dan dibentuk “Kabinet
Perdana Menteri” yang memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Perdana Menteri
sebagai Kepala Pemerintahan.

Untuk memberikan pelayanan kepada Presiden sebagai Kepala Negara, dibentuk Kabinet Presiden
dan Wakil Presiden. Kantor Kabinet Presiden dipimpin bersama oleh tiga orang pejabat, yaitu: Mr.
Ratmoko, Mr. S. Brotodiningrat, dan Mr. Santoso. Sementara Rumah Tangga Presiden dan Wakil
Presiden dipimpin oleh Soehardjo Hardjowardojo. Adapun tugas-tugas dari Kabinet Presiden antara
lain berhubungan dengan tata usaha, perundang-undangan, protokol, research, dokumentasi dan
publikasi, biro detasemen keamanan Presiden, serta Sekretariat Wakil Presiden.

3. Dari Kabinet Presiden Kembali ke Sekretariat Negara

Perubahan ketatanegaraan kembali terjadi ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959. Keputusan penting dari Dekrit Presiden ini adalah pembubaran Dewan
Konstituante dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Demokrasi
Terpimpin. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Presiden kembali berfungsi sebagai Kepala
Negara dan Kepala Pemerintahan sebagaimana pada sistem Kabinet Presidensil. Dengan demikian,
fungsi Kabinet Presiden dan Kabinet Perdana Menteri yang dibentuk bersama, tidak berlaku lagi.

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, disusul kemudian dengan sistem Demokrasi
Terpimpin yang menggantikan Demokrasi Liberal. Perubahan ini, berpengaruh juga terhadap
perubahan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Negara. Wewenang pengundangan dikembalikan dari
Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara. Pada masa ini pula dibentuk Sekretaris Militer.

Sejak terbentuknya Kabinet Parlementer, Kabinet Syahrir Pertama, hingga Kabinet Juanda 1959 telah
terjadi beberapa kali pergantian Kabinet. Kabinet suatu pemerintahan tidak berlangsung lama
apalagi pada zaman Demokrasi Liberal. Jatuh-bangunnya kabinet, antara lain disebabkan oleh
komposisi kabinet yang merupakan kabinet koalisi dari beberapa partai. Selain itu, pada masa
berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, DPR memiliki hak mosi, petisi, dan
resolusi. Hak-hak tersebut sering dipergunakan, sehingga mengakibatkan jatuh-bangunnya kabinet.



Dari seluruh susunan kabinet yang terbentuk mulai dari Kabinet Parlementer, Kabinet Syahrir
Pertama, Kabinet Juanda 1959, hingga Kabinet Kerja (18 Februari 1960-6 Maret 1962), tidak
terdapat jabatan Sekretaris Negara yang kedudukannya setingkat kementerian. Institusi Sekretariat
Negara baru muncul kembali pada Kabinet Kerja berikutnya (6 Maret 1962-13 November 1963).

Sejak tahun 1945 hingga tahun 1960 terdapat tiga orang pejabat Sekretaris Negara yaitu Mr. Abdul
Gafar Pringgodigdo (1945-1949), Mr. Abdul Karim Pringgodigdo (1950-1957), dan Mr. Tamzil Gelar
Sutan Narayu (1957-1960). Sejak tahun 1950 fungsi Sekretariat Negara adalah menangani surat-
surat Presiden untuk urusan sipil, mengorganisir upacara-upacara kenegaraan, mengatur perjalanan
dan keuangan Presiden, mengatur hubungan Presiden dengan pers, radio dan televisi, serta
memenuhi kebutuhan pribadi Presiden dan keluarganya. Dengan demikian, fungsi Sekretariat
Negara dari tahun 1945-1960, sebatas pada fungsi sebagai pembantu teknis Presiden.

4. Perluasan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Negara

Mulai tahun 1960, dengan Keputusan Presiden Nomor 221 Tahun 1960, dilakukan penghapusan
Kabinet Presiden. Kabinet Presiden ditetapkan kembali menjadi Sekretariat Negara yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris Negara. Dalam Keputusan Presiden No. 221 Tahun 1960, ditetapkan lahirnya
lembaga aparatur presiden yang bernama Sekretariat Negara. Sekretariat Negara yang baru
dibentuk ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara dan dibantu oleh seorang pembantu Sekretaris
Negara atau Ajun Sekretaris Negara. Sekretaris Negara dan Pembantu Sekretaris Negara diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden. Di dalam Sekretariat Negara terdapat beberapa biro yang dikepalai
oleh Sekretaris Presiden yang juga berfungsi sebagai Kepala Biro. Selain itu, dalam struktur
organisasi Sekretariat Negara terdapat Sekretaris Militer.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 512/M Tahun 1960, pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden
Soekarno mengangkat Mr. Tamzil Gelar Sutan Narayu sebagai Sekretaris Negara. Mr. Tamzil, pada
mulanya menduduki jabatan sebagai Direktur Kabinet Presiden. Pada masa ini, tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Negara mulai tertata rapi dan memiliki tugas pokok dan fungsi yang lebih luas.

Kedudukan Sekretariat Negara ditingkatkan menjadi kementerian dan berada langsung di bawah
Presiden. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsinya, semakin diperluas. Sekretariat Negara
membawahi Sekretariat Militer dan Rumah Tangga Kepresidenan. Sekretariat Negara bertugas
menangani surat-surat yang bersifat sipil yang disediakan kepada pribadi Presiden;
menyelenggarakan upacara-upacara kepresidenan; menangani perjalanan-perjalanan dan keuangan
Presiden; menjalin hubungan antara Presiden dengan pers, radio, dan televisi; menangani kesehatan
pribadi Presiden, keluarga Presiden, dan keluarga para petugas Sekretariat Negara yang ditentukan
oleh Presiden.



Sementara itu, Sekretariat Militer bertugas menangani surat-surat yang bersifat militer dan
kepolisian yang disediakan kepada pribadi Presiden dan pekerjaan lain yang bersifat militer dan
kepolisian yang ditugaskan kepadanya oleh Presiden. Adapun Rumah Tangga Presiden bertugas
mengurus istana-istana dan gedung-gedung lainnya, kendaraan dan alat-alat lainnya, yang
disediakan untuk Presiden, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan
Presiden. Untuk pengamanan Presiden, ditangani oleh Komandan Resimen Tjakrabirawa yang
bertugas menjaga keselamatan pribadi Presiden beserta keluarga dan istana-istana Presiden. Pada
masa itu, Presiden juga memiliki Ajudan Presiden yang bertugas memberikan pengawalan pribadi
kepada Presiden dengan aturan protokoler militer.

Selain Sekretaris Militer, Rumah Tangga Kepresidenan, dan Pasukan Pengamanan Presiden, terdapat
pula beberapa biro, antara lain Biro Administrasi dan Organisasi (Biro 1), Biro Ekonomi dan Keuangan
(Biro Il). Biro Politik dan Keamanan (Biro Ill), Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro V), Biro Musyawarah
(Biro V), dan Biro Tanda Kehormatan (Biro VI).

Biro Administrasi dan Organisasi (Biro 1), bertugas menangani administrasi, organisasi, dan
personalia seluruh aparatur sipil negara; serta menangani anggaran pendapatan dan belanja negara
bagi seluruh lembaga tertinggi negara dan badan-badan pemerintahan tertinggi yang ditempatkan
langsung di bawah Presiden dan Menteri Utama. Biro Ekonomi dan Keuangan (Biro 1) bertugas
menangani segala hal yang berkaitan dengan bidang produksi, distribusi dan keuangan. Biro Politik
dan Keamanan (Biro Ill) bertugas mengurus segala hal yang berkenaan dengan luar negeri, dalam
negeri, dan pertahanan keamanan, serta hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan
negara. Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro IV) bertugas menangani segala hal yang berkenaan dengan
kesejahteraan rakyat. Biro Musyawarah (Biro V) bertugas mengurus segala hal yang berkaitan
dengan musyawarah-musyawarah dalam ruang lingkup musyawarah Pimpinan Negara, kabinet, dan
lembaga-lembaga tertinggi lainnya. Sementara Biro Tanda Kehormatan (Biro VI) bertugas menangani
segala hal yang berkaitan dengan penganugerahan bintang, satyalencana, dan tanda-tanda jasa atau
penghargaan lainnya.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 1961, Mr. Mohammad Ichsan diangkat sebagai
Sekretaris Negara dengan kedudukan setingkat Menteri menggantikan Mr. Tamzil Gelar Sutan
Narayu. Mohammad Ichsan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memimpin Sekretariat
Negara. Kemudian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1962, ditetapkan bahwa untuk
mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari Presiden/Pangti ABRI/Perdana Menteri dibentuk suatu
Sekretariat Negara yang dipimpin Menteri/Sekretaris Negara.

Dalam perkembangan berikutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1963 ditetapkan
Mr. Mohamad Ichsan sebagai Sekretaris Negara dengan kedudukan sebagai Menteri. Mr.
Mohammad Ichsan diserahi tugas memimpin Sekretariat Negara. Pada saat itu, diangkat pula Mr.
Abdul Wahab Surjoadiningrat sebagai Sekretaris Negara dengan kedudukan Menteri yang diserahi



tugas membantu Presidium. Melalui Keputusan Presiden Nomor 301/M Tahun 1963, Mr. Abdul
Wabhab ditugasi memimpin Sekretariat Presidium Kabinet. Dengan sistem Kabinet Presidensil, maka
fungsi Kabinet Presiden yang mengurus segala kepentingan Presiden sebagai Kepala Negara dan
Kabinet Perdana Menteri yang mengurus kepentingan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan,
digabungkan ke dalam satu wadah/organisasi yang kemudian disebut Sekretariat Negara.

5. Sekretariat Negara di Era Orde Baru

Dinamika sosial politik dan pemerintahan Republik Indonesia, semakin lama semakin kompleks. Era
pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke era Orde Baru, membawa perubahan terhadap tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Negara. Menjelang masa Orde Baru, tugas Sekretariat Negara semakin
beragam. Melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1966 ditetapkan jajaran pimpinan di
lingkungan Sekretariat Negara. Sekretaris Negara dijabat oleh Mr. Mohammad Ichsan dengan
kedudukan Menteri. Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal khusus  dijabat oleh St. Munadjad
Danusaputro, SH dengan kedudukan Menteri. Kemudian Sekretaris Kabinet Inti/Presidium dijabat
oleh Brigjen Pol. Hugeng Imam Santoso dengan Kedudukan Menteri, sementara Wakil Sekretaris
Negara Merangkap Sekretaris Presiden dijabat oleh Djamin, dengan kedudukan Deputi Menteri.

Di awal pemerintahan Orde Baru, pada tanggal 25 Juli 1966, Letjen. TNI Soeharto sebagai
pengemban TAP MPRS No. 1X/1966 membentuk Kabinet Ampera menggantikan “Kabinet Dwikora
yang Disempurnakan”. Melalui Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1966, Mohammad Ichsan
diangkat sebagai Sekretaris Negara; St. Munadjat Danusaputro sebagai Sekretaris Pribadi Presiden
untuk hal-hal khusus; Djamin sebagai Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Presiden; dan Kolonel
Sudharmono sebagai Sekretaris Presidium Kabinet.

Susunan organisasi Sekretariat Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun
1966 yang disesuaikan dengan perubahan dari Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Ampera. Dalam
Keputusan Presiden ini dinyatakan bahwa Sekretariat Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris
Negara yang bertugas membantu Presiden/Pimpinan Tertinggi ABRI dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan negara, Presidium Kabinet, dan Kabinet. Sekretaris Negara dibantu oleh
seorang Sekretaris Kepresidenan, seorang Sekretaris Presidium Kabinet, seorang Sekretaris Presiden
Pribadi untuk hal-hal khusus, dan seorang Sekretaris Urusan Militer. Di samping itu, Sekretaris
Negara dibantu oleh beberapa Asisten yang bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dari
Sekretaris Negara.

Dengan berlakunya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, maka Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun
1966 dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1967. Organisasi Sekretariat
Negara disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor: 53 Tahun 1967. Sekretariat Negara
bertugas membantu Presiden/Pimpinan Tertinggi ABRI dalam menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan negara dengan menyelenggarakan administrasi kenegaraan dan pemerintahan dalam



arti luas. Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara. Susunan Organisasi Sekretariat Negara
terdiri dari tiga bidang Sekretariat. Sekretariat Presidium Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Presidium
Kabinet dan bertugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan dalam arti luas. Sekretariat
Kepresidenan dipimpin oleh Sekretaris Kepresidenan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan
terhadap kegiatan-kegiatan kenegaraan dari Presiden. Sekretariat Urusan Militer dipimpin oleh
Sekretaris Militer dan bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan/negara khusus yang
berhubungan dengan Angkatan Bersenjata.

Pada pelantikan para menteri Kabinet Pembangunan |, melalui Keputusan Presiden Nomor
32/M.Tahun 1968, Mayor Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara diangkat sebagai Sekretaris Negara
menggantikan Mohammad Ichsan. Sesuai dengan program-program Pemerintah Orde Baru,
perluasan tugas Sekretaris Negara tidak hanya di bidang tugas-tugas umum pemerintahan seperti di
masa-masa sebelumnya, tetapi juga mencakup tugas-tugas administrasi pembangunan.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1968 diadakan penyempurnaan lagi terhadap
susunan organisasi Sekretariat Negara. Tugas pokok Sekretariat Negara pada masa ini adalah
membantu Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan negara. Tugas pokok Sekretariat Negara meliputi administrasi kenegaraan
dan pemerintahan. Sekretariat Negara pada masa awal Orde Baru terdiri dari Sekretariat Kabinet
yang menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala
Pemerintahan; Sekretariat Kepresidenan yang bertugas memberikan pelayanan terhadap kegiatan-
kegiatan kenegaraan dari Presiden selaku Kepala Negara; dan Sekretariat Militer yang melayani
Kepala Negara dalam hal-hal yang bersangkutan dengan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi terhadap ABRI. Di samping itu Sekretaris Negara dibantu oleh beberapa Asisten.

Dengan meningkatnya tugas Sekretariat Negara, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 30
Tahun 1972 untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1968. Dalam Keputusan
Presiden Nomor 30 Tahun 1972, dinyatakan bahwa Sekretaris Negara adalah juga Sekretaris Kabinet.
Sekretaris Negara memiliki tugas pokok, antara lain membantu Presiden dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara dan pemerintahan, serta memberikan pelayanan administrasi dari Lembaga
Pemerintahan Non Departemen (LPND). Organisasi Sekretariat Negara terdiri dari Sekretariat
Kabinet, Sekretariat Militer, dan Rumah Tangga Kepresidenan. Di samping itu, Sekretariat Negara
dibantu oleh para asisten dan Sekretariat Sekretaris Negara.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 57/M Tahun 1972, Mayjen TNI Sudharmono, S.H., diangkat
sebagai Sekretaris Negara menggantikan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara. Di samping
itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 66/M Tahun 1972, Ismail Saleh, S.H. diangkat sebagai Wakil
Sekretaris Kabinet. Setahun kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1973
Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (Setdalopbang) yang dibentuk dengan
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 dimasukkan ke dalam Organisasi Sekretariat Negara.



Pada tahun 1973, dibentuk Kabinet Pembangunan Il dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun
1973. Pada Kabinet Pembangunan Il ini, Mayjen Sudharmono ditetapkan sebagai Menteri/Sekretaris
Negara.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Organisasi
Sekretariat Negara mengalami penyempurnaan. Sekretariat Negara terdiri dari Sekretariat Kabinet,
Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (Setdalopbang), Sekretariat Militer, Rumah
Tangga Kepresidenan, dan Staf Sekretaris Negara. Staf Sekretaris Negara terdiri dari Sekretaris
Sekretariat Negara, Asisten, dan Staf Ahli. Pada pelantikan Kabinet Pembangunan Ill, dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978, Letjen Sudharmono, S.H. diangkat kembali sebagai
Menteri/Sekretaris Negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978, Sekretariat Negara adalah Lembaga Pusat
yang merupakan wadah administrasi dari Lembaga-lembaga Pemerintah Tingkat Pusat yang tidak
termasuk salah satu Departemen. Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara yang
berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Apabila Sekretaris Negara disamping jabatannya memegang jabatan Menteri Negara, maka
Sekretariat Negara merupakan wadah administrasi dari Menteri Negara tersebut. Sekretaris Negara
ketika itu mempunyai tugas pokok antara lain membantu Presiden dalam memperlancar
pelaksanaan tugasnya yang bersangkutan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara dan
pemerintah yang meliputi administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan, serta
menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan administrasi dan keuangan dari Lembaga-lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND), menteri-menteri negara yang tidak memimpin departemen,
serta lembaga-lembaga lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan dukungan staf dan
administrasi, maka Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 telah diubah 6 kali, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998, tetapi organisasi pokok Sekretariat Negara sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 pada dasarnya tidak berubah.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 33/M. Tahun 1981, Brigadir Jenderal Drs. Moerdiono diangkat
sebagai Sekretaris Kabinet. Kemudian, pada pelantikan Kabinet Pembangunan IV, dengan Keputusan
Presiden Nomor 45/M Tahun 1983, Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono, S.H. diangkat sebagai
Menteri/Sekretaris Negara; sementara Brigadir Jenderal Drs. Moerdiono diangkat sebagai Menteri
Muda/Sekretaris Kabinet. Pada pelantikan Kabinet Pembangunan V, pada tanggal 22 Maret 1988,
Mayor Jenderal Drs. Moerdiono diangkat sebagai Menteri Negara/Sekretaris Negara, dan Drs.
Saadillah Mursjid, MPA. diangkat sebagai Menteri Muda/Sekretaris Kabinet.



Pada pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 96/M
Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993, Drs. Moerdiono diangkat kembali sebagai Menteri Negara
Sekretaris Negara dan Drs. Saadillah Mursjid, MPA diangkat sebagai Menteri Negara Sekretaris
Kabinet. Berakhirnya masa kerja Kabinet Pembangunan VI dilanjutkan dengan Pembentukan Kabinet
Pembangunan VII melalui Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998 tanggal 14 Maret 1998 yang
mengangkat Drs. Saadillah Mursjid, MPA sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara.

6. Sekretariat Negara di Era Reformasi

Seiring dengan perkembangan era reformasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun
1998, Ir. Akbar Tandjung diangkat sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara. Dinamika politik di era
reformasi berubah cepat. Kepemimpinan di Sekretariat Negara pun seringkali berubah dalam waktu
yang tidak terlalu lama. Sejak tahun 1999 sampai dengan 2007, dalam kurun waktu delapan tahun
tercatat sepuluh orang yang memimpin Sekretariat Negara. Kesembilan orang ini adalah Ir. Akbar
Tanjung (tahun 1998-1999), Prof. Dr. Muladi, S.H. (tahun 1999), Dr. Ir. Alirahman, M.Sc. (tahun 1999-
2000), Ir. Bondan Gunawan (tahun 2000), Dr. Drs. Djohan Effendi, M.A. (Tahun 2000-2001), M.
Maftuh Basyuni, S.H. (tahun 2001), Bambang Kesowo, S.H., LL.M. (tahun 2001-2004), Prof. Dr. Yusril
Ihza Mahendra (tahun 2004-2007), dan Ir. M. Hatta Rajasa (tahun 2007-sekarang).

Seiring dengan dinamika reformasi, organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Negara mengalami
beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun
2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Sekretariat Negara adalah memberikan dukungan teknis
dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Negara menjalankan fungsi selain fungsi utama
memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara. Sekretariat Negara juga berfungsi
menyiapkan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden; melakukan koordinasi dalam memberikan
pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden; melakukan
koordinasi dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Selain itu juga, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi administrasi pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara; memberikan dukungan teknis dan administrasi,
serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan: Undang-undang;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan Peraturan Pemerintah, serta pemberian
pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
Sekretariat Negara pun melaksanakan fungsi-fungsi lain baik yang diberikan oleh Presiden dan Wakil



Presiden, maupun pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.

Dalam perjalanan sejarahnya, sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang ini, Sekretariat Negara
telah dipimpin oleh 19 orang. Para pejabat yang pernah memimpin Sekretariat Negara itu adalah
berturut-turut sebagai berikut :

Mr. Raden Mas Abdoel Gafar Pringgodigdo
Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
Tanzil Gelar Sutan Narayu
Mr. Mohammad Ichsan
Abdul Wahab Surjodiningrat, S.H.
Alamsyah ratu Prawiranegara
Sudharmono, S.H.
Drs. Moerdiono
Ir. Akbar Tandjung

. Prof. Dr. Muladi, S.H.

. Dr. Ir. Alirahman, M.Sc.

. Ir. Bondan Gunawan

. Dr. Djohan Effendi, M.A.

. M. Maftuh Basyuni, S.H.

. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

. Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra

. Ir. M. Hatta Rajasa

. Sudi Silalahi
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